
1 

 

 

 

 

BUPATI ALOR 

  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR 

NOMOR  7  TAHUN 2013 

TENTANG 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI ALOR, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta 

masyarakat jasa konstruksi, maka perlu 

diwujudkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, 

kepastian dan keadilan guna tercipta 

keterpaduan dalam pengawasan dan 

pembinaan usaha jasa konstruksi; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 

tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin 

Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 

Tahun 2008 tentang  Izin Usaha Jasa 

Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi 

dan dinamika perkembangan jasa konstruksi 

sehingga perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah  tentang Izin 

Usaha Jasa Konstruksi; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3833); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
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Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 64,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 95); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3957); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan 

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR 

dan  

BUPATI ALOR 

 

MEMUTUSKAN:  

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA 

KONSTRUKSI. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Alor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. 

3. Bupati adalah Bupati Alor. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa 

Konstruksi. 

7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat 

KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Alor. 

8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan 

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi dan 

layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa 

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana jasa 

konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan 

konstruksi. 

10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK 

adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang 

Jasa Konstruksi. 

11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK 

adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi 

yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. 

12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta 

pengawasan yang nencakup pekerjaan arsitektur, sipil, 

mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta 
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kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau 

bentuk fisik lain. 

13. Perencanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan 

atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang 

perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan 

pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau 

bentuk fisik lain. 

14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan 

atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang 

pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. 

15. Pengawasan  konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan 

atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang 

pengawasan jasa kosntruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan 

pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai 

seleksi dan diserahterimakan. 

16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat 

badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa 

konstruksi. 

17. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan 

klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan 

usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang 

perseorangan atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan 

atau kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan 

keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi 

menurut dispilin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu 

dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 

18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 

penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang 

dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan 

dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi 

menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu 

dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing–masing. 


